














BUPATI REMBANG
PENDAPAT AKHIR BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Rembang, 27 Desember 2012
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Setda Rembang.

. Kepala SKPD se - Kabupaten Rembang.
Camat se-Kabupaten Rembang, serta Hadirin

sekalian yang berbahagia.

- Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten
Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan



Pertama-tama, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan
ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan
sehat wal'afiat pada acara Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Rapat
Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Raperda
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah dan Raperda tentang Sumbangan Pihak
Ketiga Kepada Daerah menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang, telah dapat berjalan dengan
lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan. dari
agenda yang telah disepakati bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini
Eksekutif sangat menghargai semangat dan kerja
keras Legislatif, sehingga dari seluruh Raperda yang
kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang
efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD
Kabupaten Rembang. Adapun Rancangan Peraturan
Daerah tersebut yaitu ;



1. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah:
2. Raperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah
Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
dalam membahas 2 Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna ini,
saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
menyampaikan terima kasih dan penghargaan ‘yang
setinggi-tingginya.

Dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut
menjadi Perda akan membawa dampak yang penting
bagi peningkatan pengelolaan Lingkungan Hidup dan
PAD, dengan alasan;

Pertama, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi
kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia
dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua
pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah
Kabupaten Rembang berdasarkan Undang-Undang



Nomor 32 Tahun 2009 tentang khususnya dalam pasal
63 ayat (3) memiliki tugas dan wewenang menetapkan
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup tingkat kabupaten/kota. maka diperiukan Perda
untuk mengatur pengeiolaannya, sehingga
penggunaan sumber daya dapat selaras, serasi, dan
seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Kedua, Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
menimbulkan dampak semakin maraknya upaya-upaya
Pemerintah Daerah untuk mengoptimalisasikan
pendapatan daerah selain dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di mana pajak daerah dan retribusi
daerah menjadi komponen-komponennya. Hal ini salah
satunya disebabkan adanya penerapan closed list
system Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah
satu upaya optimalisasi pendapatan daerah adalah
dengan optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang
sah. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah
merupakan salah satu jenis lain-lain pendapatan yang
sah. Potensi penerimaan sumbangan pihak ketiga
kepada daerah cukup besar, mengingat subjek yang
menjadi pihak ketiga dapat mencakup orang pribadi
dan badan yang berada di daerah. Maka pengaturan



mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah
dalam Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk
menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam
proses penerimaan serta pengelolaan sumbangan
pihak ketiga kepada daerah. Sehingga penerimaan
sumbangan pihak ketiga kepada daerah dapat menjadi
penerimaan yang berpotensi memberikan kontribusi
yang signifikan bagi Daerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta
hadirin yang saya hormati,

Kami dari jajaran Eksekutif sangat menghargai
pendapat, saran dan harapan dari seluruh anggo’té
dewan pada saat penyampaian pandangan umum,
fraksi maupun pada saat pembahasan di tingkat
Pansus. Kami meyakini bahwa pada saat proses
pembahasan maupun sebelumnya telah banyak
mendapat masukan/saran yang menurut hemat kami
merupakan input yang positif dalam penyempurnaan
Raperda tersebut, guna peningkatan penyelenggaraan
pelayanan publik yang lebih baik.

Semua masukan dan harapan yang tercermin
dalam laporan panitia khusus tentunya akan dapat
kami jadikan sebagai referensi, sekaligus sebagai
bahan pertimbangan kami dalam merumuskan



bahan pertimbangan kami dalam merumuskan
berbagai kebijakan pemerintah di waktu yang akan
datang.

Demikian beberapa hal yang dapat kami
sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan 2 buah
Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan
yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan
bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.
Sekian terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Whb. e
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a  bahwa dengan pesatnya perkembangan dan
pertumbuhan usaha perdagangan eceran di pasar
tradisional dan perdagangan eceran modern yang
semakin besar di Kabupaten Rembang, maka diperiukan
suatu usaha konkrit untuk melakukan pengelolaan
terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko
modern;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan
eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan
eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu
diberdayakan dan dilindungi agar dapat tumbuh dan
berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat
serta saling menguntungkan; .

c. bahwa dengan semakin berkembangnya kondisi situasi yang
semakin maju dan pertumbuhan kegiatan bisnis di Kabupaten
Rembang maka perlu adanya peraturan tentang Pengelolaan
Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem ;

d  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;

e bahwa untuk maksud tersebut pada huruf d perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang. 3



Mengingat

10.

11.

12.

13.

14.

19.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ;

-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenté{?}g Penataan
Ruang; "
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 21010 tentang



186.

17.

17.

18.

19.

20.

21.

e,

Memperhatikan :

Menetapkan

Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modem;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Perdagangan Dan Perindustrian Nomor :

53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan Dan
Pembinaan Pasar Tradisicnal, Pusat Perbelanjaan Dan Toko
Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010
tentang Tata tertb DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana
diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD' Kabupaten
Rembang.

1. Laporan Panitia Khusus | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

Pembicaraan — Pembicaraan dalam rapat Paripuma Dewan

' Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27

Desember 2012.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pengelolaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern di Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah.



KEDUA

KETIGA

: Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DNAKILAN RAKYAT DAERAH
A\ TEN REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 53282
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KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA
TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menmbang = a bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat perlu
didukung dengan sumber daya yang memadai ,

b. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan salah
satu potensi yang mendukung sumber keuangan daerah |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Sumbangan Pihak Ketiga ;

d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

:j:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;



Memutuskan :

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada
Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjad!ﬁ Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ; i

11.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang ;

12.Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
‘dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

1. Laporan Panitia Khusus Il Dewan perwakilan Rakyat daerah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27
Desember 2012.

MEMUTUSKAN

- Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang ;

- Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peramran Daerah

sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini men;adr Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Detetapkan d| Rembang




KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

J1. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282
REMBANG

KABUPATEN REMBANG
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang

Mengingat

—a

DI KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang semakin
menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia
dan makluk hidup lainya sehingga periu dilakukan perindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten
oleh semua pemangku kepentingan ;

bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan
perubahan ikliim sehingga memperparah penurunan kualitas
lingkungan hidup karena itu perlu diperlakukan pertindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup ; 3

bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat meru;:}akan hak asasi
setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ;

bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan
perindungan dan pengelolaan seluruh ekosistem , perlu mengatur
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten
Rembang ,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a. huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf e perlu persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang
ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara
Pidana;

waEdsd ':..



3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Kehutanan ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
PemerintahanDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ; ;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian
Pencemaran Air,

13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;

14_Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan / atau Perusakan Laut ;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 téﬁtang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara ;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan ; .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kerusakan dan / atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang
Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Bahan Berbahaya dan Beracun ; -

20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air



21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota :

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah : '

24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air -

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah :
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai :

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 . tentang Izin
Lingkungan :

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebariuasan Peraturan Perundang-
Undangan :

30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Lintas Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah :

31.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah ;

32 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
tentang Baku Mutu Air Limbah :

33.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengendalian Lingkungan Hidupdi Propinsi Jawa Tengah;

34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah ;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Rembang ;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi Tata Kera Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah Qengan Peratt._nran Daerah

37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun
2011-2031;



o



38. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan
“Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: 1. Laporan Panitia Khusus il Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

2. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang tanggal 27 Desember 2012.

3. Pembicaraan-Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27
Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA - Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang.

KETIGA - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
= 27 Desember 2012
N RAKYAT DAERAH
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